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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan paddangiUndang
Nomor 22 Tahun 1999uncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 T&Ba8 juncto Undang-
Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan gmiaed dan daerah dengan
sistem pemerintahan desentralisasi sudah mulaitifeféikaksanakan sejak 1
Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakarjakehi yang dipandang
sangat demokratis dan memenuhi aspek desentraligasierintah yang
sesungguhnya.

Adapun misi utama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1p8®@to
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undéorgor 25 Tahun
1999 juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut bukamyeh
keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangdaganpemerintah pusat
dan pemerintah daerah, tetapi yang lebih pentirsdahdefisiensi dan efektifitas
sumber daya keuangan.

Anggaran publik konvensional menganggap sejumlalsatbeuang
dibelanjakan demi berjalannya mesin negara sepegdii, pengadaan, biaya
operasi, dan lainnya. Apakah mesin tersebut mengaassesuatu sering kali

tidak diberi banyak perhatian dalam proses perexamananggaran. Selama



beberapa dasawarsa, anggaran negara Indonesia sidmaaa konvensional atau
disebut pula metode tradisonal atau kinerja bestasggaran (Santoso, 2009: 1).

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dkegmatasecara
kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standairan yang lain yang
mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakatu rencana kerja
jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana jargka panjang yang
ditetapkan dalam proses penyusunan program (Mylgadil: 488).

Setelah terjadi krisis keuangan, administrator reegaulai memikirkan
kembali proses penganggaran secara serius. Perulmdiam pola pikir ini
akhirnya menghasilkan penerbitan Undang-Undang00&2nengenai Keuangan
Negara, yang mengubah standar — yaitu, belanja d#n pembangunan — dan
mengonsolidasikannya menjadi satu anggaran berddnwang-undang ini pun
memperkenalkan perencanaan pengeluaran jangka ganedan konsep
pengganggaran berbasis kinerja. Proses penganggagana bereformasi ke arah
penganggaran berbasis kinerja. Pengganggaran Iserkemerja ini, kearah
penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorieptada input, tetapi padatput.
Perubahan ini penting dalam rangka proses pembambajantuk menggunakan
sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tdttpp dapat memenuhi
kebutuhan dana yang makin tinggi. Penganggaran arayientasi padautput
merupakan praktik yang telah dianut luas oleh pertadran modern di berbagai
negara.

Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinengetode

penganggaran yang digunakan adalah metode tragisidauitem line budget.



Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan padbsa rangkaian kegiatan
yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telaéntdikan, namun lebih
dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/parggan dan sistem pertanggung
jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dé&raebut telah digunakan
secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukebdrhasilan hanya ditunjukkan
dengan adanya keseimbangan anggaran antara pearddpatbelanja namun jika
anggaran tersebut defisit atau surplus berartkpal@aan anggaran tersebut gagal.
Dalam perkembangannya, muncullah sistematika aagddnerja yang diartikan
sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbeihyaungkan dengan
hasil dari pelayanan (Dirjen Anggaran Depkeu).

Traditional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat
line-item dan incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya
mendasarkan pada besarnya realisasi anggarandebelumnya, konsekuensinya
tidak ada perubahan mendasar terhadap anggaran Hatuini seringkali
bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingasyarakatPerformance
budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan peagebmnggaran yang
berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerjanerd tersebut harus
mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanablikbuyang berarti harus
berorientsi kepada kepentingan publik (Santoso922)

Kelemahan pendekatan tradisional alane item budgeting adalah tidak
adanya muatan indikator (ukuran) kinerja dalam areg untuk mencapai tujuan
dan sasaran layanan publik. Penganggaran dengdeka¢an kinerja ini berfokus

pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitassidafi itu sendiri adalah



perbandingan antaitput dengannput. Suatu aktivitas dikatakan efisien, ketika
output yang dihasilkan lebih besar dengamput yang sama, ataoutput yang
dihasilkan adalah sama dengamput yang lebih sedikit. Berbeda dengan
penganggaran dengan pendekatan tradisional, peggy@mgdengan pendekatan
Kinerja ini disusun dengan orientasitput. Oleh karena berorientamutput, biaya
yang dianggarkan muncul karena kita melakukan kagigang relevan dengan
pencapaian tujuan (Sumini, 2009: 1).

Anggaran berbasis kinerja merupakan penyempurnaaggasan
tradisional. Anggaran berbasis kinerja adalah saaggaran yang berorientasi
padaoutput organisasi dan berkaitan sangat erat terhadapmisi dan rencana
strategis organisasi (Kumorotomo, 2005 dalam Duresh 2006: 6). Program
pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebhagaumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksamaoleh instansi
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dannjugerta memperoleh
alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yangwdikasikan oleh instansi
pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai earalk mencapai kinerja
tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencamg kahunan yang merupakan
rencana operasional dari renstra dan anggarandahuerupakan komponen dari
anggaran berbasis kinerja (Santoso, 2009: 3).

Anggaran berbasis kinerja mencerminkan beberapaPlealama, maksud
dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari progorogram yang diusulkan
dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, dataktatif yang dapat mengukur

pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan umib-tiap program.



Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokasla efisiensi
penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu seadalah perbandingan antara
output denganinput. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabdatput yang
dihasilkan lebih besar dengamput yang sama, ataautput yang dihasilkan adalah
sama dengamput yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya datkan pada
apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadt géstem anggaran tradisional,
tetapi juga didasarkan pada rencana tertentu yatakganaannya perlu disusun
atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cuaip penggunaan biaya
tersebut harus efisien dan efektif (Dirjen Anggabapkeu).

Penerapan anggaran berbasis kinerja, terdapatppriesip yang dapat
dijadikan pedoman (BPKP, 2005 dalam lzzaty, 20H); $aitu: 1) transparansi
dan akuntabilitas anggaran, 2) disiplin anggaraeadilan anggaran, 4) efisiensi
dan efektivitas anggaran, dan 5) disusun dengadeietan kinerja. Kondisi yang
harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasitgglementasi penggunaan
anggaran berbasis kinerja adalah: 1) kepemimpiemkdmitmen dari seluruh
komponen organisasi, 2) fokus penyempurnaan adim@sisecara terus menerus,
3) sumber daya yang cukup untuk usaha penyemputeesabut (uang,waktu dan
orang), dan 4) penghargaameward) dan sanksi gunishment) yang jelas
keinginan yang kuat untuk berhasil (Santoso, 2G)9:Maka, hal yang paling
penting dalam menghadapi implementasi perubah#nsisenganggaran adalah
permasalahan kesiapan sumber daya manusia (SDN). I&Rus terus dibenahi
sehingga selalu siap menghadapi perubahan khususiglam proses

penganggaran dalam rangka peningkatan kinerjanisist@merintah. Peningkatan



kompentensi dibidang penganggaran juga dapat dit@kan secara terkoordinasi
dalam satu atap sehingga efisien dan efektif (Maug008 dalam lzzaty, 2011:
19). Untuk terwujudnya penerapan anggaran berbaserja yang baik maka
yang terpenting diperlukan kesiapan SDM sebagaimang program. Kualitas
sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencagpjaian suatu organisasi.

SDM merupakan salah satu faktorternal yang memegang peranan
penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalamcaggai tujuan sehingga perlu
diarahkan melalui manajemen sumber daya manusig géektif dan efisien.
Agar SDM mempunyai etos kerja tinggi, terampil daratih sebuah organisasi
dapat melakukan pelatihan, pendidikan, dan bimingagi SDM. Hanya saja
untuk menghasilkan kinerja dan prestasi kerja yamgpi seorang karyawan tidak
hanya perlu memiliki keterampilan, tetapi juga samemiliki keinginan dan
kegairahan untuk berprestasi tinggi karena berkeghtidaknya suatu organisasi,
sangat ditentukan oleh anggota atau personel dganasi itu sendiri. (I1zzaty,
2011: 20).

Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditardiemgan adanya unsur
kreatifitas dan produktifitas yang direalisasikaengan hasil kerja atau kinerja
yang baik secara perorangan atau kelompok. Peramasalni akan dapat diatasi
apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produkgtara rasional dan
memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuangyumumnya dapat
diperoleh melalui pendidikan. Dengan demikian, paikdn merupakan salah
satu solusi untuk meningkatkan kualitas SDM (Ha200)3 dalam Rifa’l, 2006:

33).



Menurut Jesus (2006: 59) mengemukakan beberapéatodi kualitas
sumber daya manusia yaitu: inisiatif, kreativitesnampuan berpikir dan percaya
diri, tanggung jawab, kemampuan menyesuaikan K@mampuan komunikasi
dan bekerja sama, tingkat pendidikan dan keterampilinteligensi atau
kemampuan berpikir, pengetahuan dan pelatihanlogafitas.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) iRsoGorontalo
adalah satuan kerja yang didirikan oleh pemerid@dgrah di Provinsi Gorontalo
yang berfokus dalam bidang pendidikan. Pada tald®3 2istem anggaran yang
dipakai di DIKPORA yaitu anggaran tradisional. 8t anggaran tradisional
tersebut prosesnya dimulai dari pengeluaran uané@n dibuat suatu kegiatan.
Tetapi adanya perubahan sistem anggaran dari amggadisional ke anggaran
berbasis kinerja sehingga pada tahun 2004 pusadidiesn di Jakarta
menurunkan perintah untuk mengubah sistem anggdieas pendidikan di
seluruh Indonesia dengan menggunakan sistem amgdaegbasis Kinerja.
Perubahan ini sesuai dengan Undang-Undang 17 2008 yang menjelaskan
tetang penerapan anggaran berbasis kinerja. Sehlmgygdampak pada karyawan
di DIKPORA karena harus bisa memahami program aiaggaerbasis kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu karyaw@iKiPORA bahwa
hanya sebagian karyawan yang memahami dan mampjalaman program
anggaran berbasis kinerja. Salah satu penyebab iaityawan masih belum
memahami cara pemakaian program anggaran berbawmsjak Untuk bisa
memahami program anggaran berbasis kinerja yaitngate terus belajar

menggunakan program anggaran berbasis kinerja idak perlu mengikuti



kursus. Sehingga peneliti ingin melihat seberamatbpengaruh kualitas sumber
daya manusia terhadap penerapan anggaran berbamgakpada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitrnyaitu penelitian
yang dilakukan oleh lzzaty (2011) tentang pengagakia kepemimpinan dan
kualitas sumber daya manusia terhadap penerapgaramgberbasis kinerja pada
BLU Universitas Diponegoro Semarang yang hasil |wgre menunjukkan
bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif danfsign terhadap penerapan
anggaran berbasis kinerja. Kualitas SDM juga mé&mpiengaruh positif dan
signifikan terhadap penerapan anggaran berbasgsj&inSecara simultan, gaya
kepemimpinan dan kualitas sumber daya manusia nkepgngaruh yang positif
dan signifikan terhadap penerapan anggaran betkiasiga badan layanan umum
(BLU).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumugkdnl penelitian
dengan judul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manilsghadap Penerapan
Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pendidikanudardan Olahraga Provinsi

Gorontalo”.

1.2 ldentifikas Masalah
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat difiesikan masalah
bahwa terdapat sebagian karyawan yang memahaniapnognggaran berbasis

kinerja dan yang bisa mengolah data pada progra@geaan berbasis kinerja.



1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dimi@sa dapat dirumuskan
masalah bahwa seberapa besar pengaruh kualitagisdaya manusia terhadap

penerapan anggaran berbasis kinerja?

1.4 Tujuan Pendlitian
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingiapaii dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberaparlb@sngaruh kualitas sumber

daya manusia terhadap penerapan anggaran berhesja.k

15 Manfaat Pendlitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yadérdiri dari atas manfaat
teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat dari teoritis adalah penelitian ini dih&ap dapat bermanfaat
sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidangtaamsinkhususnya
terkait dengan penerapan anggaran berbasis kimkgamping itu hasil dari
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagserensi untuk
diperbandingkan dengan penelitian yang sejenissingang akan datang.

2. Manfaat praktis dari penelitian adalah hasil péiaeliini diharapkan dapat
menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsioi@alo dalam hal
penerapan anggaran berbasis kinerja serta dapaingkatkan kualitas

sumber daya manusia.



